
Menimbang 

Menglngat 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR11,fAHUN 2009 

TENTANG 

PAJAK PARKIR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

a. bahwa sebagal dasar hukum pemungutan pajak parkir yang 

merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah 

dalam rangka meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan 

masyarakat, telah diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas Nomor 12 tahun 2001 tentang Pajak Parklr; 

b. bahwa dengan dilaksanakannya penataan organisasi perangkat 

daarah di lingkungan Pemerlntah Kabupaten Banyumas 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisas1 Perangkat Oaerah, dan perubahan atas 

beberapa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar 

hukum pembentukanny-c1. maka Peraturan Daerah sebagaimana 

dlmaksud pada huruf a perlu ditmjau kemball dan disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pert1mbangan sebagaimana dlmaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu membentuk kembali Peraturan Daerah 

tentang Pajak Parkir, 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Proplnsl Jawa 

Tengah; 
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209): 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah dlubah dengan 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 lt:mlang Perubahan 

Alas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

1997 temang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran 

Negara Republlk Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (lemoaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42., Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah beberapa 

ka0 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987) 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadllan 

Pajak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4189); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 

Nomor 4355); 

7 Und-ang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik 

Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4389); 
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8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambah::in Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nornor 4438): 

10. Peraturan Pemcrintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4138); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. 

Pemeriniahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepubUk lndOnesla Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubfik 

Indonesia Nomor 4737); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Orgarnsas1 Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nornor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4741 ); 

13.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang­

undangan; 
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14 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas 

Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, 

Kewenangan dan Pemberhemian Pegawal Negerl Slpil Sebagai 

Penyldik Pada Pemerintah Kabupalen Daerah Tingkat II 

Banyumas (Lernbaran Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat II 

Banyumas Tehun 1986 Nomor 5 Seri D); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Y,:ing Menjadi Kewenangan 

Pemerintahan Daerah Kabupeten Banyumas (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5, Seri E); 

16.Peraturan Daerah Kaoupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 

Banyumas (Lembaran Oaerah Kabupaten Banyumas Tahun 

2008 Nomor 2, Seri D); 

17. Peraturan Dae rah Kabupaten Banyun'as Nomor 12 T ahun 2008 

tentang Orgamsasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Banyumas (lembaran Daerah Kabupaten 

Banyumas Tahun 2008 Nomor 3, Seri D): 

·1 s. Peraturan Dae rah Kabupaten Banyumas Nomor 6 T ahun 2009 

tentang Pedoman Pengelolaon Keuangan Daerah (Lembaran 

Oaerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3, Seri E) 

Dengan Persetujuan Beraama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

dan 

Monctapkan 

BUPATI BANYUMAS 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan · 

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai u118ur 

penyelenggara Pernerintahan Dc1e1ah. 

3, Dewan Perwakllan Rakyat Daerah yang selanjutnya dismgkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyurnas. 

4 Bupati adalah Bupatl Banyumas. 

5 Dlnas adalah Dlnas Daerah yang rnembidangi tugas pendapatan daerah. 

6 Satuan Pohsi Pamong Praja yang se!anjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas. 

7. Pejabal adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah 

sesuai dengan Peraturan PenJndang-undangan yang berlaku. 

8. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak yang dikenakan atas 

penyelenggaraan parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berl<aitan dengan 

pokok usaha rnaupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 

tempat penitrpan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan yang memungut 

bayaran. 

9. Fa&ilitas parldr adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian 

kendaraan yang tidak bersifat sernentara untuk melakukan kegiatan pada suatu 

kurun waktu yang dised1akan untuk pengusahaan parl<ir. 

10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPO adalan 

surat yang digunakan oleh wajlb pajak untuk melaporkan penghitungan dan 

pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan 

Perpajakan Daerah, 

11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang 

digunakan oleh waJib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak 

yang terutang ke Kas Oaerah atau ke lempat lain yang ditelapkan oleh Bupa1i. 

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang &elanjutnya disingka! SKPD adalah surat 

keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terulang 

13, Surat Ketetapan Pajak Daerdh Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPOKB 

adalah surat keputusan yang menentukan besamya iumlah pajak yang terulang, 

jumhih kredit pajak jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 

adm1nistrasi dan jumlah yang masih harus dibayar 

14 Surat Ketetapan Pajak Oaerah Kurang Bayar Tambahan yang selan1utnya 

disingka\ SKPDKBT adelah surat keputusan yang menentukan tambahan alas 

jumlah pajak yang ditetapkan, 
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15. Surat Kefetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dislngkat SKPDLB 

adalah surat keputusan yang rnenentukan 1umlah l<elebihan pembayaran paJak 

karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharus­

nya lerutang. 

16. Surat Keletapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN ada1ah 

surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya 

dengan jumlah kredil pajak, atau pajak lidak lerutang dan tidak ada kredit pajak. 

17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk 

melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasl berupa bunga dan/atau 

denda. 

18. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan 

Pajak. 

19. Sadan adalah suatu Sadan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan 

Komandlter, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 

Milik Oaerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan. Firma, Kongs1, 

Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, BentuK 

Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lalnnya. 

20. Utang Pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak 

dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan Perpajakan. 

21 . Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari 

suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu. 

22. Penyid1kan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 

penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang tlndak pidana di bidang Pajak Daerah yang lel')adi. serta menemukan 

tersangkanya. 

23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai 

Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang 

untuk melakukan penyldikan 

24. Penyidik Pegawai Negerl Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 

fingkungan Pemenntah Daerah yang d1berl wewenang khusus oleh Undang­

Uridang untuk melakukan penyidikan alas pelanggaran Peraturan Oaerah 
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BAB II 

NAMA, OBVEK DAN SUBYEK PAJAK 

Pasa12 

Dengan nama Pajak Parkir dipungut Pajak atas penyelenggaraan parkir di luar badan 

jalan. 

Pasal 3 

(1) Obyek Pajak adalah penyelenggaraan parkir di luar badan jalan, baik yang 

dlsediakan berkailan dengan pokok usaha maupun yang disedlakan sebagai suatu 

usaha, terrnasuK penyedlaan tempat penitipan kendaraan bermotoc dan garasi 

Kendaraan yang rnemungut bayaran. 

(2) Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimak.sud pada ayat (1 i adalah : 

a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan 

Pemerlntah Daerah; 

b penyelenggaraan parklr oleh Kedutaan. Konsulat. Perwakilan Negara Asmg, 

dan perwakilan lembaga-lembaga lntemas1onat dengan asas timbat ballK 

Pasal4 

(1) Subyek pajak adalah orang pnbadi atau badan yang melakukan pembayaran atas 

tempat park1r 

(2) Wajib pajak adalah orang pribadl atau badan yang menyelenggarakan tempat 

parkir 

BAB Ill 

PERIZINAN 

Pasal 6 

Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayal (1) wajib terlebih 

dahulu memillki izln dari Bupall sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang­

undangan yang ber1aku 
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BABIV 

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK 

Pasal 6 

Oasar pengenaan paJak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar 

untuK pemakaian tempat parkir. 

Pasal7 

(1) Wajib paJak dalam memungut pembayaran atau seharusnya d1bayar untuk 

pernakaian tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan 

karcls parkir etau sejenisnya. 

(2-) Karcis parkir atau sejemsnya dapat d1pergunakan setelah terleblh dahulu diporporasi 

oleh Oinas. 

(3) Salinan karcis parkir atau sejenisnya yang sudah dipergunakan disimpan oleh Wajib 

Pajak sebagai bukti dalam pembuatan SPTPD. 

Pasal8 

Tarif pajak ditetapkan sebesar 15% (lima balas parseratus). 

BABV 

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK 

Pasal 9 

(1) Pajak yang terutang dlpungut di Daerah 

(2) Besamya pajak yang terutang dihilung dengan cara mengalikan tarif pajak 

sebagaimana dJmaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 

BAB VI 

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK OAERAH 

Pasal 10 

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. 
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Pasal 11 

Pajak terutang dalam masa pa)ak terjadi pada saat pemanfaatan fasilitas parkir. 

Pasal12 

(1) Setlap VVajlb Pajak wajib mengisi SPTPD. 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di1s1 dengan jelas, benar dan 

lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. 

(3) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 

(fima betas) hari setelah berakhimya masa pajak. 

(4) Benluk, isi dan tata cara pengisian SPTPD dialur lebih lanjut dengan Peraturan 

Bupati. 

BAB VII 

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK 

Pasal 13 
(1) Berdasarkan SPTPD sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). Bupali 

menetapkan pajaK terutang dengan menerbitkan SKPD. 

(2) Apabila St<PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar 

setelah lewat waktu paling lama 30 (t1ga puluh) hari sejak. SKPD dlter1ma, maka 

dikena1<an sanks1 administrasl berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan 

dan ditagih dengan menerbitkan STPD. 

Pasal 14 

(1) Wajlb Pajak yang membayar sendiri , SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 ayal (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak 

sendiri yang terutang 

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupali dapat 

meneroilkan : 

a. SKPDKB; 

b. SKPDKBT; 

c. SKPDN, 
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(3) SKPDKB sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan : 

a. jika berdasarkan hasil pemerlksaan atau keterangan lain pajak yang terutang 

tidak atau kurang dlbayar, dikenakan sanksl admlnlstrasl berupa bunga sebesar 

2% (dua persen) sebulan dihitung darl pajak yang kurang atau terlambat 

dibayar unluk jangka waktu paling lama 24 (due puluh empat) bulan dihitung 

sejak saat terutangnya pajak; 

b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditenlukan dan 

tefah dltegur secara tertulis, dikenakan sanksi admtnistrasi berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 

terlambal dibayer untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 

dihilung sejak saat terutang pajak; 

c. jlka kewajiban mengisi SPTPD \idak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung 

secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 

25% (dua puluh lima persen) darl pokok pajak ditambah sanksi admlnlstrasi 

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang 

kurang atau terlambat dibayar untuk Jangka waktu pahng lama 24 (dua puluh 

empal) bulan dihitung seiak saat terutangnya pa)ak. 

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf b diterbilkan jika 

ditemukan dala baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan 

penambahan jumlah pajak yang terutang, akan d1kenakan sanksl admlnistrasl 

berupa kenalkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak 

tersebut. 

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diterbitkan jika jumlah paJak 

yang 1erutang sama besamya dengan Jumlah kredit kekurangan pa)ak tldak 

lerutang dan tidal< ada kredit pajak. 

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan hurut b , tidak atau tidak 

sepenuhnya d1bayar dalam jangka waktu yang telah dttentukan, ditagih dengan 

menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi adminis1rasi berupa bunga 2% (dua 

persen) sebulan. 

(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana d1ma1<sud pada ayat (4), 

lldak d1kenakan jika wajib pajak melaporkan sendirl sebelum dilakukan tindakan 

perneriksaan. 
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BAB VIII 

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal15 

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau te1r4>at lain yang ditunjuk oleh 

Bupati sesuai waktu yang dilentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan 

STPD. 

(2) JIka pembayaran pajak dIlakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan 

pa]ak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam (satu kali 

duapuluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. 

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 

dengan menggunakan SSPD. 

Pasal16 

(1) Pembayaran pajak harus d1lakukan sekaligus atau lunas. 

(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajal< 

terutang dalam kurun waktu tertentu. setelah memenuhi persyaratan yang 

ditentukan. 

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan 

secara teratur dan berturut-turu1 dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua 

persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. 

(4) Bupati mcmberlkan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran 

pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang 

ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak 

yang belum atau kurang dibayar. 

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara 

pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupatl. 

Pasal 17 

(1) Alas pembayaran Pajak sebagairnana dimaksud dalam Pasal 16 d1berikan tanda 

bukti pembayaran den dicatat dalam buku pcnenmaan. 

(2) Bentuk, jenis, isl, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerlmaan Pajak 

sebagalmana dlmal<sud pada ayat (1) diaturlebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 



12

BABIX 

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK 

Pasal18 
(1) Surat teguran atau surat perlngatan atau surat laln yang sejenis sebagai awal 

tlndakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh 

tempo pembayaran. 

(2) Dalam jangka waklu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat 

penngatan atau surat lain yang sejenls, wajib pajak harus melunasi pajak yang 

lerutang. 

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang seienis sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat. 

Pasal 19 
(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dlbayar t1dak dllunasi dalam jangka waktu 

sebagaimana d1tentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau sural lair1 

yang :;ejenis, ju111lah pajak yang harus dibayar dilagih dengan surat paksa, 

(2) Pejabal menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari 

sejak tanggal surat teguran atau surat penngatan a,au surat lain yang sejenls. 

Pasal 20 
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka wal<lu 2 X 24 jam (dua 

kall duapuluh empat Jam) sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat segera 

menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyrlaan. 

Pallal 21 

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak behim melunasi utang pajaknya, setelah 

lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surai Perintah Melaksanakan 

Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada 

Kantor Lelang Negara. 

Pasal 22 

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan 

lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak. 
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Pasal23 

Bentuk, jenis dan isi lormulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan paJak 

dlatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BABX 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK 

Pasal24 

(1) Bupali berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberlkan pengurangan, 

keringanan dan pembebasan pajak. 

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak 

sebagaimana d1maksud pada o1yat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BABXI 

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, 

PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU 

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI 

Pasaf 25 

(1) 8upati karena jabatannya alau atas permohonan wajib pajak dapat : 

a. 111embetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam 

penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, danlatau kekeliruan 

dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah; 

b. membalalkan alau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar; 

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda 

dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena 

kekhilafan wajib pajak alau bukan karena kesalahannya. 

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan. pengurangan ketetapan dan penghapusan 

atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD 

sebaga1mana dimaksud pada ayat (1), disampalkan secara tertulis oleh wajlb 

pajak kepada 8upatl, selambat-lambatnya 30 (liga puluh) hari sejak tanggal 

dilerima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang 

jelas. 
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(3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan. 

(4) Apablla setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagalmana drmaksud pada ayat (3), 

Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, 

pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi adminlstrasi 

dianggap dikabulkan. 

BAB XII 

KEBERATAN DAN BANDING 

Pasal26 

(1) WajIb paJak dapat mengajukan keberatan hanya kepada BupatI atas suatu : 

a . SKPD, 

b. SKPDKB; 

c. SKPDKBT, 

d SKPDL: 

e. SKPDN. 

(2} Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pads ayat (1) disampaikan secara 

tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga} bulan sejak tanggal SKPD, 

SKPDKB, SKPDKBT. SKPDLB dan SKPDN dlterima oleh wajib pajak. kecuall 

dalam hal wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu 1idak dapat 

dipenuhl !<arena l<eadaan di luar kekuasaannya. 

(3} Bupati dalam jangka wak1u paling lama 3 (tiga} bulan sejak tanggal sural 

permohonan keberatan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah 

memberikan keputusan. 

(4} Apablla setelah lewat waktu 3 (tiga} bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Bupati 1idak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dlkabulkan. 

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda 

kewajiban membayar pajak. 

Pasal27 

(1} Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesalan Sengketa 

Pajak dalam jangka waktu (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan. 
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(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tldak menunda 

kewajiban membayar pajak. 

Pasal28 

Dalam hal pengajuan keberatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau banding 

sebagaimana dimak.sud dalam Pasal 27 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, 

kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 

2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

BAB XIII 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal29 

(1) \11/aJib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 

paJak kepada Bupatl, secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya : 

a. nama dan aIamat waj1b paJak; 

b. Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD); 

c. mesa pajak; 

d . besarnya kelebihan pembayaran pajak; 

e. alasan yang jelas 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua betas) bulan sejak dlterimanya 

permohonan pengembalien kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dflampaui, Bupatl 

tidak memberikan keputusan, pem1ohona11 pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB herus diterbllkan dalam waktu paling lama 

1 (satu) bulan 

(4) Jika wajib pajak mempunyai ulang pajak lainnya, k.elebihan pembayaran pajak 

sebagamana d1maksud pada ayat (2) langsung dlperhltungkan untuk melunasl 

terlebih dahulu utang pajak dimaksud, 

(5) Pengembalian keleblhan pembayaran Pajak dllakukan dalam waktu paling lama 2 

(dua) bulan sejak diterbi1kannya SKPDLB dengan menerbi1kan Surat Per1ntah 

Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). 
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(6) Apablla pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 

2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPOLB, Bupati memberikan imbalan bunga 

sebesar 2 % (dua persen) sebulan alas keterlambatan pembayaran kelebihan 

pajak. 

Pasal30 

Oalam hal kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya 

sebagaimana dtmaksud dalam Pasal 29 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan 

cara pemindahbukuan dan bukti pernindahbukuan juga berlaku sebaga1 bukti 

pembayaran. 

BAB XIV 

KADALUWARSA 

Pasal31 

(1) I lak untuk melakukan penag1han pajak, kadaluwarsa setalah melampaui jangka 

waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya pajak, kecuali jika wajib paJak 

melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah 

(2) Kadaluwarsa penagihan paJak sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) tertangguh 

dalam hal : 

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ; 

b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak balk langsung maupun tIdaK 

langsung. 

BAB XV 

PENYIOIKAN 

Pasal32 

(1 ) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 

wewenang l<husus sebagal Penyid1k untuk melakukan penyldlKan tindak pidana di 

bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 lentang Hukum Acara Pidana, 
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(2) Wewenang penyidlk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : 

a. menerima, mencari mengumpulkan. dan meneliti keterangan atau laporan 

ber1<enaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar 

keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadl 

atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan 

tindak pidana perpajakan daerah tersebut: 

c. memlnta keterangan dan bahan bukli dari orang pribadi atau badan 

sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dok.umen-dokumen lain berkenaan 

dengan tindak pidana di bldang perpajakan daerah: 

e. melal<Ukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 

pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 

bahan bukti tersebut; 

f. memlnta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyIdikan 

lindak pidana di bidang perpajakan daerah; 

g . menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang 

dan/atau dokumen yang dibawa sebagalmana dimaksud dalam huruf e: 

h . memotret seseorang yang berl<aitan dengan tindak pidana perpajakan daerah; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

ters,angka atau saksi; 

j . menghentikan penyidikan: 

k. melakukan tindakan lain yang per1u unluk kelancaran penyidikan tindak pidan.i 

di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberttahukan dimulainya 

penyidikan dan menyampaikan hasll penyidfkannya kepada Penuntut Umum, 

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana. 
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BAB XVI 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal33 

(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD a1au mengisi 

dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak 

benar sehingga meruglkan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling 

lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang 

terutang. 

(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi 

dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidal< 

benar sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana penjara paling lama 

2 (dua) lahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali Jumlah pajak yang 

terutang, 

Pasal 34 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Passi 33 ayat (1) dan ayat (2) tidak 

dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya 

pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau 

berakhirnya tahun pajak. 

BAB XVII 

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 35 

(1) Oinas bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah inl. 

(2) Pengawasan umum atas pelaKsanaan Peraturan Daerah ini dllakukan oleh 

Perangkal Daerah yang membidangi tugas pengewasen. 

(3) Penegakan Peraturan Daerah in1 dilakul<an oleh Satpol PP. 

(4) Untuk kapentingan pelaksanaan dan penegakan Peraturan Daerah ini 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diberikan blaya operasional 

yang besarnya ditetapkan oleh Bupati. 
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BAB XVIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal36 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis 

pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 37 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai ber1aku, maka Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir {Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyumas Tahun 200 1 Nomor 5 Seri B) dicabul dan dinyatakan tidal\ berlaku. 

Passi 38 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Pt=ralurdn Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyurnas. 

Div.ru!aagtan di Pwwol!.nto 
Pada Tan,(!l!al .... o .. ~ .. JUl., .. ,oos .... 
SEKRETAJUi, DAt...-All !WlUPAt'Eli !IANYUMAS 

_..---:sZ 
M . ISKAl',n• n " ~"J "KM,M.Sc 

p.,m .n 1, a Mucfll 
NIP : 1~311" 7603 1 003 

1 
IIOOL\UJ D.\BW IWWl'aru iUllTlll.lill T}.l!l)N .. ~ l 
•OIIOR ... ..}., .• SF RJ j ;, • 

Dltetapkan di Purwokerto 

pada 1anggal 1 Ju.11 2009 

BUPATI 



20

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR 11 TAHUN 2009 

TENTANG 

PAJAK PARKIR 

I. PENJELASAN UMUM 

Sesua1 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Perrn:11 il1lahi:m Dae1ah sebagairnana lelah beberap<:1 kali d1ubah le1akhi1 dengan 

Und-ang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kcdua Atas Undong­

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daer:ah, pajak daerah 

merupakan !,;:!lah !.ah, i.11mher rennari,itan daernh agar dapal melaksanakan 

otonomi daerah. yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, di 

samping sumber pendaoatan daerah lamnya. Sumber pendapatan daerah terseb1.1I 

diharapkan rnenjadi sufl"ber pembiayaan penyelenggaraan pemerintal"an dan 

pembangunan daerah, untuk meningkalkan dan memeratakan ke:sejahteraan 

masyarakat 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Relribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

34 Tahun 2000 temang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerall dan Retrit>usl Daerah, serta Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pafak Daerah, Pajek Daerah ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

Sebagai d.asar hukum pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas 

telah dlundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2001 

tentang Pajak Parkir {Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2001 Nomor 

5 Seri B), namun dengan dllaksanakannya penataan organtsasl perangkat daerah di 

llngkungan Pemerintah Kabupaten Banyurnas berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasl Perangkal Daerah, yang membawe 

konsekuensi berubahnya perangkat daerah yang berwenang melakukan 

pemungutan pajak daerah sebagaimana dialur dalam Peraluran Daerah Nomor 12 

Tahun 2001 , dan perubahan alas beberapa Pe·aturan Perundang-undangan yang 

menjadr dasar llukum pemtlentukannya, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 

2001 l1:1:;ebul per1u ditinjau kembali dan disesuaikan. 

20 
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PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Paisal 1 

Pasal2 

Pasal 3 

Pasal 4 

Pasal5 

Pasal6 

Pasal 7 

PasaJ 8 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Cukup jelas 

Cukup Jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan yang seharusnya d1bayar adalah termasuk 

pemberlan potongan harga. 

Cukup jolas. 

Cukup jelas. 

Gukup jelas. 

Pasal 10 . 

Cukup jelas. 

Pasal 11 : 

Cukup jelas 

Pasal 12: 

CuKup jelas. 

Pc!Sal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 : 

Cukup jelas. 

Pasal , 5 : 

CuKup Jelas. 

Pasal 16 : 

Cukup jelas. 

Pasal •7 

Cukup jelas 

Pasal 18 : 

Cukup Jelas. 
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Pasal 19 • 

Cukup Jelas. 

Pasal 20 . 

Cukup jclas, 

Pasal 21 : 

Cukup jelas. 

Pasal 22 : 
Cukup jelas 

Pasal23 : 

Cukup jelas 
1 

) 
") ti , J _ I 

Pasal 24 : , lJJb I II 

1)/\('' cia~ar pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dapat 

diberikan dengan mempertimbangkan antara lain kemampuan membayar 

WaJlb pajak. 

Pasal25 . 

ayat(1) 

huruf a 

Cukup jelas 

huruf b 

Bupati l<arena Jabatannya, dan ber1andaskan unsur 1<eadi1an dapat 

mernbalalkan alau me11gura11gkc111 kelt:lapan pa)ak yang tidak benar. 

misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak 

memenuhi persyaratan formal (memasukkan Surat Keberatan tldak pada 

wa~tunya} meskipun persyaratan materiil terpenuhi 

huruf c 

Cukup Jelas. 

ayat (2) 

Cukup jelas. 

ayat (3) 

Cukup jelas 

ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal26 : 

Cukup jelas. 

Pasal 27 : 

Cukup jelas. 

22 
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Pasal 28: 

lmbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampa1 dengan 

dlterbltkannya SKPDLB. 

Pasal 29: 

ayat (1) 

Cukup ]elas. 

ayat (2) 

Cukup felas. 

ayat (3) 

Cukup jelas. 

ayat (4) 

Cukup jelas. 

ayat (5) 

Cukup jelas. 

ayat (6) 

Besarnya irnbalan bunga alas kelerlambatan pengernualian ketebihan 

pembayaran pajak dlhitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak 

diterbltkannya SKPDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran 

kelebihan. 

Pasal30: 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

ayat (1) 

Saat kaoaluwarsa penagihan pajak ditetapkan untuk membarikan 

kepastian hukum kapan hutang pajak tersebut tidak dapatd1tag1h lagi 

ayat (2) 

huruf a 

Dalam hal dlterbltkannya Surat Teguran dan Surat Paksa, kadaluwarsa 

penagihan dihitung sejak tanggal penyan-paian Surat Pak5a tersebut. 

huruf b 

Yang dimaksud denoan pengakuan utang pajak secara l;:ings;ung adalah 

Wajib Pajak dengan kesadarannya menyaiakan masih mempunyai utang 

pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah 

Wajlb Pajak 1idak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia 

mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah. 

23 



24

Contoh : 

Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran/penundaan 

pembayaran; 

Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan 

Pasal 32 · 

Cukup jelas. 

Pasal 33 : 

ayat (1) 

Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbul kesadaran wajib pajak 

untuk rnernenut1i kewajibarmya, yang t.litnak$uLl Lle11yan kealpaan berarti 

tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan ke­

wajibannya, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian 

keuangan Oaerah 

ayat (2) 

Perbuatan atau t1ndal<an sebaga1mana d1maksud dalam ayat 1n1 yang 

dilakukan dengan sengaja, diken~k,111 s,mksl ya119 telJilt berat dall pada 

alpa, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi Daerah. 

Pas.ii 34 : 

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum bagi 

WaJib Pajak. Penuntul Umum dan Hakim 

1-'asat 35 : 

Cukup jelas. 

Pasal 36 : 

Cukup jclas. 

Pasal 37 · 

Cukup Jelas. 

Pasal 38 : 

Cukup Jelas. 


